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Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang ini membawa perubahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang semula lebih bersifat sentralistis menjadi |ebih bersifat
desentralistis dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi
daerah menimbulkan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, sehingga harus dilakukan
reaktualisasi kewenangan dan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah.

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembentukan kel embagaan
atau perangkat daerah. Sering kita temui pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kelembagaan yang ada cendrung gemuk sehingga
terjadi inefesiensi dan inefektifitas dan pada akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan
masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah. Dengan menggunakan pendekatan
kualitaf, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ada empat faktor yang perlu
menjadi pertimbangan dalam pembentukan dinas daerah yaitu: 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah,
2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, 3) Kemampuan keuangan daerah, 4) K etersediaan sumber
daya aparatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam
pembentukkan dinas daerah hanya ada dua faktor yang paling berpengaruh bagi Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah, yaitu faktor kewenangan yang dimiliki dan karakteristik,
potensi dan kebutuhan daerah (berkaitan dengan kondisi riil daerah).

Faktor kemampuan keuangan daerah sangat lemah dijadikan acuan karena tidak adanya standar pelayanan
minimum (SPA). Oleh karenaitu tidak mungkin dilakukannya standart spending assessment (taksiran
pengeluaran atas standar yang berlaku) sehingga sulit untuk mendeteksi biaya untuk anggaran suatu dinas.
Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah adalah
tercapainya perbandingan yang ideal antara pengeluaran rutin dan pembangunan (minimal 40%:60%).

K etika Pengeluaran rutin cendrung membesar maka perlu diadakan perampingan atau restrukturisasi
lembaga yang ada.
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Sedangkan Faktor ketersediaan sumber daya aparatur pun tidak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan
pertimbangan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah. karena ketersediaan sumber daya aparatur
merupakan konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian ketersediaan sumber daya
aparatur merupakan respon terhadap adanya struktur baru sebagai implikasi dari pembentukan
lembaga/dinas daerah, dimana setelah terbentuknya struktur baru dilakukan upaya pemenuhan orang-orang
yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.

Jadi faktor utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam
pembentukan dinas daerah adalah kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kondis riil daerah dalam rangka
memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dana yang tersedia sehingga
menghasilkan dinas daerah yang efesien dan efektif. Untuk meningkatkan produktifitas maka perlu
diadakannya upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan.



